
Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar 

oleh rakyat untuk negara yang nantinya akan 

digunakan untuk kepentingan pemerintahan 

dan masyarakat umum. Pajak terbagi atas 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea 

Materai, dan lain-lain. Pajak Penghasilan 

(PPh) dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu pajak penghasilan yang bersifat final dan 

pajak penghasilan tidak bersifat final. 

Menurut Mardiasmo (2018) bahwa saya 

meningkatkan penerimaan negara disektor 

pajak mempunyai banyak kendala antara lain 

tingkat kesadaran wajib pajak yang masih 

rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk 

membayar kewajiban pajaknya lebih kecil 

dari yang seharusnya. 

 Salah satu cara yang dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan peranan 

masyarakat dalam bidang perpajakan adalah 

melakukan pembaharuan pajak atau lebih 

dikenal dengan reformasi perpajakan. Adanya 

reformasi perpajakan diharapkan akan mampu 

meningkatkan peranan masyarakat dalam 

bidang perpajakan. Pajak merupakan salah 

satu tumpuan penerimaan negara, dan 

berdasarkan jenisnya Pajak Penghasilan 

(PPh) telah memberikan kontribusi terbesar, 

tetapi PPh hanya dapat dikenakan kepada 

mereka yang memiliki penghasilan 

PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak 

penghasilan yang dikenakan atas 

penghasilan tertentu yang pengenaan 

pajaknya bersifat final. Setelah pajak ini 

dipotong atau dibayarkan, maka penghasilan 

tersebut tidak diperhitungkan kembali pada 

saat penghitungan PPh terutang di SPT 

Tahunan. Berbeda dengan jenis pajak 

lainnya yang dapat dikreditkan atau 

diperhitungkan kembali pada saat 

penghitungan PPh terutang di SPT Tahunan, 

PPh Pasal 4 Ayat (2) hanya dikenakan satu 

kali pada saat transaksi terjadi. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan kemudahan 

dalam pemotongan dan pelaporan pajak, 

serta memberikan kepastian bagi wajib pajak 

terkait kewajiban perpajakannya. 

Pajak ini berlaku baik bagi wajib 

pajak orang pribadi maupun badan usaha. 

Beberapa jenis penghasilan yang termasuk 

dalam objek PPh Pasal 4 Ayat (2) meliputi 

penghasilan dari persewaan tanah dan/atau 
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bangunan, bunga tabungan dan deposito, 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, 

hingga penghasilan yang diperoleh dari jasa 

kontruksi. Penghasilan yang diperoleh dari 

persewaan tanah dan/atau bangunan akan 

dikenakan PPh Final dengan tarif 10% dari 

jumlah bruto sewa. 

Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat atas hak 

tanah dan bangunan timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umumnya. Pajak 

mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan bernegara, khususnya 

didalam pelaksanaan pembangunan karena 

pajak merupakan sumber pendapatan negara 

untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. 

Pengertian PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 

PPh Pasal 4 Ayat (2) merupakan salah 

satu cara pelunasan pajak dalam tahun 

berjalan melalui pemotongan/pemungutan 

dan/atau penyetoran sendiri pajak yang 

bersifat final atas penghasilan tertentu yang 

diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final adalah pajak 

yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan 

yang ketetapannya berdasarkan peraturan 

pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 

Ayat 2 final UU PPh. Pajak Penghasilan Final 

Pasal 4 Ayat 2 sangat penting peranannya 

dalam perusahaan.  

Dalam prosedur pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan ini dilakukan 

berdasarkan permohonan wajib pajak 

(perusahaan) kepada kantor pelayanan pajak 

yang penghasilannya dipungut dari transaksi 

yang dilakukan dengan perusahaan lain, dan 

selanjutnya akan diproses atau ditindaklanjuti 

oleh petugas kantor pelayanan pajak. 

Pencatatan dalam Pajak Penghasilan (PPh) 

Final pasal 4 ayat (2) sangat penting 

peranannya dalam perusahaan karena dari 

analisis digunakan oleh pihak intern, maupun 

ekstern perusahaan untuk mengetahui 

jumlah peredaran atau penerimaan 

penghasilan bruto serta penghasilan yang 

dikenakan PPh final sehingga bisa dihitung 

besarnya pajak yang terutang. 

Dengan demikian maka penghasilan 

yang telah dikenakan Pajak Penghasilan 

Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi 

pajak penghasilannya pada SPT Tahunan 

dengan penghasilan lain yang non final 

untuk dikenakan tarif progresif (Pasal 17 UU 

PPh). Namun atas pelunasan pemotongan 

atau pembayaran PPh final tersebut juga 

bukan merupakan kredit pajak pada SPT 
Tahunan. yang bersifat final, seperti bunga 

deposito dan tabungan, hadiah atas undian, 

sewa tanah dan bangunan dari transaksi 

penjualan saham dimaksudkan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah, 

pengalihan hak tanah/bangunan 

dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah. 

Penerapan Pembayaran dan Pelaporan 

PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Pengalihan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan 

Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 

Ayat 2 atas Hak Tanah dan Bangunan 

berdasarkan PMK No. 261/PMK.03/2016, 

tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, 

dan penatausahaan pajak penghasilan atas 

penghasilan dari atas hak tanah dan 

bangunan, pajak penghasilan final Pasal 4 

Ayat 2 atas hak tanah dan bangunan 

penyetorannya dilakukan oleh pengguna 

apabila statusnya bergerak sebagai 

pemotong pajak atau disetor sendiri oleh 

kontraktor selaku atas hak tanah dan 

bangunan untuk menyetorkan Pajak 

Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas hak 

tanah dan bangunan memiliki batas waktu 

yaitu paling lama harus dilakukan tanggal 10 

di bulan berikut setelah bulan terutangnya 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dan 

tanggal 15 bulan berikutnya sesudah 

pembayaran diterima oleh pemberi atas hak 

tanah dan bangunan, dan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang sudah dipotong 

selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank 

yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, 

dan penyetoran dilakukan dengan 
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menggunakan surat setoran pajak dan satu 

surat setoran pajak dipakai saat penyetoran 

seluruh Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 

2 atas hak tanah dan bangunan yang telah 

dipotong di bulan yang bersangkutan. 

Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan 

menggunakan bukti potong lainnya yang 

setara dengan SSP.  

   Sesuai dengan PMK Nomor No. 

261/PMK.03/2016 tentang Surat 

Pemberitahuan (SPT) pelaporan (PPh) Final 

Pasal 4 Ayat 2 untuk pengguna atas Hak tanah 

dan bangunan maupun pemberi harus 

menggunakan formulir SPT masa untuk (PPh) 
Final Pasal 4 Ayat 2 dan dilampirkan dengan 

bukti setoran ke kas negara dan disampaikan 

ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong 

terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa 

adalah SPT yang digunakan untuk melakukan 

pelaporan atas pembayaran pajak pada masa 

tertentu (bulanan). Untuk menghindari 

terkena sanksi administrasi berupa denda 

keterlambatan pelaporan, pemotong pajak 

harus memperhatikan batas waktu pelaporan 

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2. 

Kelengkapan SPT Masa PPh Final Pasal 4 

Ayat 2 juga harus diperhatikan, karena ketika 

wajib pajak pemotong lupa atau tidak teliti 

untuk membubuhkan tanda tangan dan 

melampirkan. 

 

METODE 

 Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif yaitu memberikan 

gambaran dan penjelasan terkait tarif 

penerapan pembayaran dan pelaporan PPh 

Final Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan hak tanah 

dan bangunan pada PT. Tiga Maharewa. 

Adapun indikator yang digunakan yaitu sesuai 

dengan PMK 261/PMK.03/2016 antara lain 

perhitungan tarif (untuk perusahaan jenis real 

estate yang usaha pokoknya melakukan hak 

atas tanah dan bangunan, dan besarnya pajak 

penghasilan dari perjanjian pengikatan jual 

beli atas tanah dan bangunan), pembayaran 

PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak 

atas tanah dan bangunan, dan pelaporan PPh 

Final Pasal 4 Ayat (2). 

 

 

HASIL  

  Penelitian ini menganalisis 

pengenaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 

Ayat (2) atas transaksi jual/beli tanah 

dan/atau bangunan. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui dan mengevaluasi 

penerapan perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 

Ayat (2) atas pengalihan hak tanah atas 

dan/atau bangunan pada PT. Tiga Maharewa 

Makassar. Data yang diperoleh dengan 

teknik wawancara dan dokumentasi. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif dengan cara 
membandingkan perhitungan, penyetoran, 

dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 

4 Ayat (2) terhadap pengalihan hak atas 

tanah/bangunan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

261/PMK.03 Tahun 2016. Hasil analisis 

menyatakan perhitungan pajak penghasilan 

final telah sesuai dengan peraturan, 

sedangkan penyetoran dan pelaporan pajak 

penghasilan final atas pengalihan hak 

tanah/bangunan pada PT. Tiga Maharewa 

Makassar belum sesuai karena kurangnya 

pemahaman terhadap peraturan yang 

berlaku. 

1. Perhitungan Pajak Penghasilan PP 

Pasal 4 Ayat 2 

  PPh Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan 

hak atas tanah dan atau bangunan yang 

dihitung menggunakan tarif 1% untuk 

perumahan subsidi dari DPP. Perhitungan 

PPh Pasal 4 Ayat 2, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Direktur PT.Tiga 

Maharewa Makassar proses perhitungan 

PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah perhitungan PPh 

Pasal 4 Ayat 2 atas penjualan tanah dan 

bangunan di PT.Tiga Maharewa Makassar 

menggunakan tarif 1% dari DPP dengan tipe 

bagunan 36/78 m2”. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas 

penjualan tanah dan bangunan PT. Tiga 

Maharewa Makassar menggunakan tarif 1%. 
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Tabel 1 : Perhitungan Bangunan Type 

36/78 M2 PPh Pasal 4 Ayat 2 
Bulan DPP Tarif PPH Pasal 4 

Ayat 

Januari Rp. 

173.000.000 

Rp. 

173.000.000 

1% 

1% 

Rp. 1.730.000 

Rp. 1.730.000 

Februari Rp. 

173.000.000 

1% Rp. 1.730.000 

Maret Rp. 

173.000.000 

1% Rp. 1.730.000 

April Rp. 

173.000.000 

1% Rp. 1.730.000 

Mei Rp. 

173.000.000 

1% Rp. 1.730.000 

Juni Rp. 

173.000.000 

1% Rp. 1.730.000 

Juli Rp. 

173.000.000 

1% Rp. 1.730.000 

Agustus Rp. 

173.000.000 

1% Rp. 1.730.000 

September Rp. 

173.000.000 

1% Rp. 1.730.000 

Oktober Rp. 

173.000.000 

1% Rp. 1.730.000 

November Rp. 

173.000.000 

1% Rp. 1.730.000 

Desember Rp. 

173.000.000 

Rp. 

173.000.000 

Rp. 

173.000.000 

1% 

1% 

1% 

Rp. 1.730.000 

Rp. 1.730.000 

Rp. 1.730.000 

                  Rp. 2.595.000.000  - Rp. 25.950.000 

Sumber : Data diolah (2023) 

  Berdasarkan tabel 1 diatas, Pada tabel 

diatas menunjukkan perhitungan PPh Pasal 4 

Ayat 2 atas penjualan tanah dan bangunan 

yang harus dibayarkan oleh PT.Tiga 

Maharewa Makassar pada tahun 2023. 

Dimana untuk mendapatkan nilai PPh Pasal 4 

Ayat 2 tersebut dilakukan dengan cara DPP X 

tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 1%. Pada 

bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, 

Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 

November dan Desember dimana tidak ada 

transaksi atas penjualan bangunan. Pada bulan 

Januari PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus dibayar 

sebesar Rp 3.460.000., bulan Februari PPh 

Pasal 4 Ayat 2 yang harus dibayar sebesar Rp 

1.730.000., bulan Maret PPh Pasal 4 Ayat 2 

yang harus dibayar sebesar Rp 1.730.000., 

bulan April PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus 

dibayar sebesar Rp 1.730.000., bulan Mei PPh 

Pasal 4 Ayat 2 yang harus dibayar sebesar Rp 

1.730.000., bulan Juni PPh Pasal 4 Ayat 2 

yang harus dibayar sebesar Rp 1.730.000., 

bulan Juli PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus 

dibayar sebesar Rp 1.730.000., bulan 

Agustus PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus 

dibayar sebesar Rp 1.730.000., bulan 

September PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus 

dibayar sebesar Rp 1.730.000., bulan 

Oktober PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus 

dibayar sebesar Rp 1.730.000., bulan 

November PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus 

dibayar sebesar Rp 1.730.000., bulan April 

PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus dibayar 

sebesar Rp 5.190.000., jadi total PPh Pasal 4 

Ayat 2 yang dibayar selama tahun 2023 yaitu 

sebesar Rp 25.950.000. (kode Billing dibuat 
setiap pembelian rumah, satu kode billing 

satu rumah).  

  Sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan, dan perjanjian peningkatan jual 

beli atas tanah dan/atau bangunan beserta 

perubahannya. Perhitungan PPh Pasal 4 

Ayat 2 atas penjualan tanah dan bangunan 

telah sesuai dengan ketentuan pajak yang 

berlaku PT. Tiga Maharewa Makassar. Dari 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini 

dapat dilihat bahwa pajak penghasilan pasal 

4 ayat 2 ini bersifat final dan tidak bisa 

digabungkan dengan pajak terutang lainnya. 

61 Dalam pembayaran pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2 batas waktu terakhir pada 

tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa 

pajak berakhir, dan melakukan pelaporan 

pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 paling lama 

tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila 

melewati batas waktu yang ditentukan maka 

akan dikenakan denda keterlambatan sesuai 

pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 UU KUP 

sebesar 1% perbulan dari jumlah pajak 

terutang. Pembayaran pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2 ini dapat dilakukan perusahan 

melalui bendaharawan ataupun bank yang 

ditunjuk oleh kementrian. 

  Dari hasil wawancara tersebut dapat 

peneliti simpulkan bahwa perhitungan atas 

pengenaan pajak penghasilan itu cukup 

mudah untuk diingat dan dipahami yaitu 

rumus perhitungannya, Nilai Objek Pajak 

dikalikan dengan tarif pengenaan pajak 
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penghasilan dari hasil tersebut itulah nilai 

pajak yang harus dibayar. Dari hasil 

wawancara dan perhitungan atas pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas 

tanah/bangunan pada perusahaan tersebut 

dapat dilihat bahwa PT. Tiga Maharewa 

Makassar ini belum sesuai perhitungannya 

menurut P Undang-undang Nomor 34 Tahun 

yang mana nilai objek pajak dikalikan dengan 

tarif pengenaan pajak yang sesuai dengan 

kualifikasi badan usahanya. 

2. Pembayaran Pajak Penghasilan PPh 

Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan hak 

tanah dan bagunan di PT. Tiga 

Maharewa Makassar 

  Melakukan penyetoran PPh Pasal 4 

Ayat 2, dimana jumlah yang sudah dihitung 

akan disetor ke kas negara melalui bank 

persepsi. Pembayaran pajak ini dilakukan 

dengan cara elektronik atau billing system, 

penyetoran pajak ini menggunakan billing 

system untuk mempermudah penyetoran, 

lebih cepat dan akurat. Penyetoran Pasal 4 

Ayat 2 ini dilakukan paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Direktur PT. Tiga 

Maharewa Makassar proses penyetoran PPh 

pasal 4 ayat 2 yaitu: “yang melakukan 

penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 itu Staf 

Notaris, dimana Staf Notaris tersebut 

membuat e-Billing menggunakan aplikasi. 

Setelah itu kode e-Billing tersebut disetorkan 

di bank persepsi atau kantor pos” Berdasarkan 

wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, proses penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 

atas penjualan tanah dan bangunan PT. Tiga 

Maharewa Makassar dengan menggunakan 

aplikasi e-billing setelah membuat kode e-

billing kemudian PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat 

disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos. 

Adapun tabell penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 

yaitu pada PT. Tiga Maharewa Makassar: 

Tabel 2: Pembayaran Bangunan Type 

36/78 m2 PPh Pasal 4 Ayat 2 
Bulan Tanggal 

pembayara

n 

Penyetora

n 

Menurut 

UU 

PPh yang 

dibayarka

n 

Keteranga

n 

Januari 19/01/202

3 

23/01/202

3 

10/02/202

3 

10/02/202

3 

3.460.000 Tepat 

waktu 

Februari 24/02/202

3 

13/03/202

3 

1.730.000 Tepat 

waktu 

Bulan Tanggal 

pembayara

n 

Penyetora

n menurut 

UU 

Pph yang 

dibayarka

n 

Keteranga

n 

Maret 01/03/202

3 

12/04/202

3 

1.730.000 Tepat 

waktu 

April 14/04/202

3 

10/05/202

3 

1.730.000 Tepat 

waktu 

Mei 21/05/202

3 

11/06/202

3 

1.730.000 Tepat 

waktu 

Juni 07/06/202

3 

10/07/202

3 

1.730.000 Tepat 

waktu 

Juli 09/07/202

3 

10/08/202

3 

1.730.000 Tepat 

waktu 

Agustus 18/08/202

3 

12/09/202

3 

1.730.000 Tepat 

waktu 

Septemb

er 

09/09/202

3 

13/10/202

3 

1.730.000 Tepat 

waktu 

Oktober 11/10/202

3 

10/11/202

3 

1.730.000 Tepat 

waktu 

Novemb

er 

03/11/202

3 

10/12/202

3 

1.730.000 Tepat 

waktu 

Desembe

r 

05/12/202

3 

11/12/202

3 

17/12/202

3 

10/01/202

4 

12/01/202

4 

14/01/202

4 

5.190.000 Tepat 

waktu 

Sumber : Data diolah 2023 

Berdasarkan tabel 2 diatas, diatas 

menunjukkan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 

2 atas penjualan tanah dan bangunan pada 

PT. Tiga Maharewa Makassar tahun 2023. 

Menurut undang-undang penyetoran 

dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas 

penjualan tanah dan bangunan telah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No.80/PMK.03/2016.  

Tentang penentuan tanggal jatuh 

tempo pembayaran dan penyetoran pajak, 

penentuan tempat pembayaran pajak, dan 

tatacara pembayaran, penyetoran dan 

pelaporan pajak, serta tata cara 

pengangsuran dan penundaan pembayaran 

pajak. Wawancara kedua yang dilakukan 

dengan ibu Anni selaku bendahara PT. Tiga 

Maharewa Makassar tahun 2023 

mengatakan “dalam pembayaran atas 

pengenaan PPh biasanya perusahaan 

menerima ID Billing untuk melakukan 

pembayaran, untuk pembayaran tersebut 

biasanya dilakukan di sebuah bank yang 

ditunjuk oleh bendaharawan”. Dari hasil 

kedua wawancara tersebut peneliti dapat 
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menyimpulkan bahwa selalu tepat waktu 

dalam pembayaran pajaknya karena 

pengenaan pajak itu bersifat wajib dibayar 

oleh setiap badan usaha yang berpenghasilan 

dan memiliki NPWP.  

Adapun konsekuensi jika telat 

pembayaran pajak wajib pajak akan 

dikenakan denda keterlambatan, denda 

keterlambatan itu sebesar 1% dari jumlah 

pajak yang kita bayarkan. Menurut hasil 

wawancara bahwa PT. Tiga Maharewa 

Makassar tahun 2023 ini pembayarannya 

telah sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009 

yang berbunyi untuk pembayaran pajak 
penghasilan pasal 4 ayat 2 atas 

tanah/bangunan memiliki batas waktu paling 

lambat dilakukan tanggal 10 di bulan 

berikutnya setelah bulan terutangnya pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2.  

3. Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 

4 Ayat 2 atas pengalihan hak tanah dan 

bagunan di PT.Tiga Maharewa 

Makassar 

PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penjualan 

tanah dan bangunan yang sudah disetorkan 

selanjutnya akan dilaporkan ke Kantor Pajak 

Pratama Makassar. Berkas yang digunakan 

untuk pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu 

bukti pembayaran dilaporkan sebelum tanggal 

20 bulan berikutnya. PT. Tiga Maharewa 

Makassar telah memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) Yang sudah terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Palopo. Setelah 

melakukan pelaporan pajak PPh Pasal 4 Ayat 

2 maka PT. Tiga Maharewa Makassar akan 

mendapatkan bukti penerimaan negara. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Direktur PT. Tiga Maharewa Makassar atas 

pengalihan hak tanah dan bagunan proses 

pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu setelah 

membayar PPh Pasal 4 Ayat 2, Notaris 

memberikan formulir SPT yang sudah diisi 

dengan benar, lengkap dan jelas.  

  Setelah itu saya selaku pemilik PT. 

Tiga Maharewa Makassar akan melaporkan 

pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 di Kantor PT. 

Tiga Maharewa Makassar. Pelaporan atas 

penghasilan yang didapatkan dilaporkan 

setiap bulannya atau pada saat transaksi 

pembelian. Kita belum tahu bahwa 

penyetoran bisa dilakukan dengan cara 

online, jadi tahun ini atau mungkin tahun 

depan akan dilakukan penyetoran secara 

online” Berdasarkan wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa, pelaporan PPh 

pasal 4 ayat 2 atas penjualan tanah dan 

bangunan di PT. Tiga Maharewa Makassar 

dimana menggunakan aplikasi e-SPT dan 

mengisi dengan benar, lengkap dan jelas 

kemudian dilaporkan ke Kantor Pajak PT. 

Tiga Maharewa Makassar. Adapun tabel 

pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun 2022 

yaitu: 

Tabel 3 : Pelaporan Bangunan Type 36/78 

m2 PPh Pasal 4 Ayat 2 PT.Tiga 

Maharewa Makassar 
Bulan Tanggal 

pembayaran 

Penyetoran 

menurut 

UU 

Keterangan 

Bulan Tanggal 

pembayaran 

Penyetoran 

menurut 

UU 
Keterangan 

Januari 10/02/2023 

10/02/2023 

20/02/2023 

19/02/2023 Tepat waktu 

Februari 13/03/2023 18/03/2023 Tepat waktu 

Maret 12/04/2023 20/04/2023 Tepat waktu 

April 10/05/2023 14/05/2023 Tepat waktu 

Mei 11/06/2023 17/06/2023 Tepat waktu 

Juni 10/07/2023 16/07/2023 Tepat waktu 

Juli 10/08/2023 20/08/2023 Tepat waktu 

Agustus 12/09/2023 19/09/2023 Tepat waktu 

September 13/10/2023 20/10/2023 Tepat waktu 

Oktober 10/11/2023 15/11/2023 Tepat waktu 

November 10/12/2023 18/12/2023 Tepat waktu 

Desember 10/01/2024 

12/01/2024 

14/01/2024 

14/01/2024 

20/01/2024 

20/01/2024 

Tepat waktu 

Sumber :Data diolah 2023 

  Tabel 3 menunjukkan pelaporan PPh 

Pasal 4 Ayat 2 atas penjualan tanah dan 

bangunan di PT.Tiga Maharewa Makassar 

properti tahun 2018. Dimana pada bulan 

Januari, Februari, April, Mei, Agustus, 

September, Oktober dan Desember tidak ada 

transaksi penjualan bangunan. Untuk bulan 

Maret, Juni, Juli dan November PT.Tiga 

Maharewa Makassar tepat waktu untuk 

melakukan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 

atas penjualan tanah dan bangunan. Dimana 

PT. Tiga Maharewa Makassar Property 

setiap bulannya melakukan pelaporan atas 

penghasilan yang diterima ke Kantor Pajak 

PT. Tiga Maharewa Makassar. PT. Tiga 

Maharewa Makassar Property belum tahu 
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jika pelaporan bisa dilakukan secara online, 

maka PT. Tiga Maharewa Makassar tersebut 

akan melakukan pelaporan secara online 

tahun ini atau mungkin tahun depan. 

 

PEMBAHASAN 

  Berdasarkan hal tersebut bahwa 

pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penjualan 

tanah dan bangunan yang dilakukan PT.Tiga 

Maharewa Makassar Property sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No.80/PMK.03/2010 tentang penentuan 

tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak, penentuan tempat 
pembayaran pajak, dan tatacara pembayaran, 

penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata 

cara pengangsuran dan penundaan 

pembayaran pajak. 

  Menurut hasil dari wawancara dengan 

bapak Bayu Zulfikar selaku pemilik PT. Tiga 

Maharewa Makassar mengenai pelaporan atas 

pajak penghasilan dia mengatakan: “Untuk 

pajak penghasilan itu tidak perlu melakukan 

pelaporan karena dari awal pengenaan sampai 

dengan pembayaran itu hanya mendapatkan 

bukti slip pembayaran yang dimana dari bukti 

slip tersebut tidak perlu pelaporan karena 

perusahaan hanya badan yang dipotong oleh 

pihak bendaharawan. Jika suatu saat nanti ada 

auditing dari perpajakan, perusahaan hanya 

memberikan bukti slip bahwasanya 

perusahaan pada bulan tersebut telah 

melakukan pembayaran atas pajak 

penghasilan tersebut, tetapi untuk pelaporan 

itu hanya berlaku pada Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN)”.  

           Dari hasil wawancara tersebut dapat 

peneliti simpulkan bahwa pelaporan pajak 

penghasilan itu tidak perlu dilaporkan, karena 

pihak perusahaan merupakan badan yang 

dipotong oleh pemerintah (bendaharawan). 

Jika suatu masa pihak auditing dari 

perpajakan mengaudit perusahaan, maka 

perusahaan hanya memberikan bukti slip 

pembayaran atas pajak penghasilan yang telah 

perusahaan bayar pada masa pajak tersebut. 

Adapun bukti pelaporan yang dimaksud oleh 

bapak Zulfikar adalah pelaporan atas 

pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

  Pendapatan PT. Tiga Maharewa 

Makassar langsung dikenai tarif pajak yaitu 

3% sesuai SIUJK masuk kualifikasi usaha 

besar dan menengah. Dalam memotong PPh 

final Pasal 4 Ayat 2 atas usaha dari 

dilaksanakan oleh penerima jasa pada waktu 

melakukan pembayaran apabila pengguna 

jasa sebagai pemotong pajak, atau dipotong 

sendiri oleh PT. Tiga Maharewa Makassar 

jika pengguna jasa bukan pemotong pajak. 

Dilihat dari uraian tersebut mengenai 

pengenaan tarif, perhitungan, serta 

pemotongan pajak penghasilan final yang 

dilakukan oleh PT. Tiga Maharewa 

Makassar jika dibandingkan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 

dan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Nomor 153/PMK.03/2009, maka dapat 

dikatakan dalam hal pengenaan tarif, 

perhitungan, serta pemotongan pajak 

penghasilan final jasa konstruksi, PT. Tiga 

Maharewa Makassar sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Perusahaan telah 

melakukan kewajiban perpajakannya yaitu 

pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas 

pengalihan hak tanah dan bangunan. 

Penerapan pajak penghasilan final Pasal 4 

Ayat 2 atas tanah/bangunan dalam hal 

perhitungan dan pemotongan dianalisis 

dengan menggunakan data SPM (Surat 

Perintah Membayar). Besarnya pajak 

penghasilan ini menggambarkan jumlah 

nilai kontrak, pendapatan yang diterima 

perusahaan, banyaknya pajak penghasilan 

final Pasal 4 Ayat 2 dan pemotongan PPN 

keluaran. Di SPM ini juga disebutkan jenis 

pekerjaan apa yang dilakukan perusahaan 

dan pada tanggal berapa pendapatan tersebut 

diterima.  

  PPh Pasal 4 Ayat 2 yang sudah 

dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos 

atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan. Untuk penyetoran pajak 

penghasilan final Pasal 4 Ayat 2 PT. Tiga 

Maharewa Makassar tidak lagi menyetor 

pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat 2, 

karena pengguna jasa mempunyai status 

yaitu pemotong pajak, maka pajak 

penghasilan dilunaskan lewat potongan 

pajak penghasilan dari pengguna jasa. Tapi, 

apabila pengguna jasa tidak berstatus 
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sebagai pemotong pajak, maka PT. Tiga 

Maharewa Makassar sebagai pemberi dan 

penerima penghasilan akan menyetor sendiri 

pajak penghasilan terutangnya sesuai dengan 

ketentuan batas waktu yang ditentukan dan 

untuk penyetoran sekarang tidak lagi 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), 

namun untuk pembayaran masa pajak telah 

menggunakan sistem e-billing. Dari uraian 

tersebut, jika dibandingkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

153/PMK.03/2009, maka penyetoran PPh 

Final Pasal 4 Ayat 2 atas yang dilakukan oleh 
PT.Tiga Maharewa Makassar dapat dikatakan 

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

  Dalam memenuhi kewajiban 

pelaporan pajak ini, PT.Tiga Maharewa 

Makassar sering mengalami kendala yang 

diakibatkan oleh pihak pengguna jasa atau 

pihak pembeli, dimana sering adanya 

keterlambatan dalam memberikan dokumen-

dokumen yang akan digunakan atau 

dilampirkan di SPT Masa jadi dengan begitu 

PT.Tiga Maharewa Makassar sering terlambat 

melakukan pelaporan SPT Masa dan bahkan 

PT.Tiga Maharewa Makassar juga sering 

tidak melakukan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 

2 atas tanah/bangunan yang dipotong dengan 

alasan karena jenis pajak tersebut adalah final 

maka tidak perlu lagi dilakukan pelaporan.  

  Hal ini jika dibandingkan dengan 

ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 40 

Tahun 2009 dan PMK (Peraturan Menteri 

Keuangan) No. 243/PMK.03/2014, bahwa 

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 bersama dengan 

lampiran wajib dilaporkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak paling lama tanggal 20 bulan 

berikutnya dan langsung dikirim melalui pos 

tertulis. Tapi apabila tanggal 20 jatuh di hari 

libur, maka bisa dilaporkan pada hari kerja 

selanjutnya. Jika tidak dilaporkan maka akan 

diberikan sanksi administrasi atau denda 

sebesar Rp100.000,00. Maka dapat dikatakan 

bahwa dalam melaporkan pajak penghasilan 

final Pasal 4 Ayat 2, PT. Tiga Maharewa 

Makassar belum sesuai dengan peraturan 

yang sudah ditetapkan. 

 

 

SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

PT. Tiga Maharewa Makassar dalam 

melaksanakan perhitungan PPh Final Pasal 4 

Ayat 2 atas penjualan tanah dan bangunan, 

dengan menggunakan tarif sebesar 1% telah 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2016 Tentang pajak penghasilan atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan, dan perjanjian 

pengikatan jual beli atas tanah dan/atau 

bangunan beserta perubahannya. 

PT. Tiga Maharewa Makassar juga 
telah melaksanakan pelaporan PPh pasal 4 

ayat 2 atas penjualan tanah dan bangunan 

sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, 

dimana PT.Tiga Maharewa Makassar sudah 

tepat waktu untuk melaporkan PPh Final 

Pasal 4 Ayat 2. Hal ini juga telah sesuai 

dengan PMK No.80/PMK.03/2010 tentang 

penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran 

dan penyetoran pajak, penentuan tempat 

pembayaran pajak, dan tatacara 

pembayaran, penyetoran dan pelaporan 

pajak, serta tata cara pengangsuran dan 

penundaan pembayaran pajak. 

Diharapkan pihak PT Tiga 

Maharewa Makassar dalam perhitungan, 

penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 

Ayat 2 atas penjualan tanah dan bangunan 

agar tetap konsisten terhadap kepatuhan 

wajib pajak sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Perusahaan harus 

teliti dalam perhitungan dan mematuhi 

peraturan perpajakan yang berlaku, terutama 

dalam hal perhitungan dan pembayaran 

pajak penghasilan pasal 4 yat 2 yang sesuai 

dengan peraturan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. Pihak PT. Tiga 

Maharewa Makassar sebaiknya membuat 

akun ID Billing di Kantor Pelayanan Pajak 

PT. Tiga Maharewa Makassar, untuk 

melaporkan SPT secara online dan dapat 

meringankan pelaporan pajaknya. 
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